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QANUN KABUPATEN SIMEULUE  TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  

  ABSTRAK :      -    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah 

Kabupaten berwenang untuk memungut Retribusi Pemgujian Kendaraan Bermotor. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue 

tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.  

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 8 Tahun 1981;  UU No. 48 Tahun 1999; UU 

No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 

2006; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 

28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 41 Tahun 

1993; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 131 Tahun 1993; PP No. 

58 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 20 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 

2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; 

QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011. 

  

- Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama,Objek,dan Subjek 
Retribusi, Kewajiban, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, 
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, 
Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, Tata Cara 
Pemungutan Retribusi, Penentuan Pembayaran,Tempat Pembayaran,Angsuran dan 
Penundaan Pembayaran, Sanksi Administrasi, Tata Cara Penagihan, Penghapusan 
Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa, Pemanfaatan, Keberatan, Pengembalian 
Kelebihan Pembayaran, Pengurangan,Keringanan,dan Pembebasan Retribusi, 
Kedaluwarsa Penagihan, Ketentuan Pidana, Pemeriksaan dan Pengawasan, Insentif 
Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.  

 CATATAN : -   Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangakan, 6 November 2012. 

- Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan 
Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 

- Penjelasan : - hlm 

 

 

 


